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Nomor: 51 lahun 1993 yang
telah ditambah dan diubah
dengan UU Nomor: 20 Ta-
hun 2001 tentang Pembe-
rantasan Tipikor Jo Pasal 55
Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64
Ayat (1) KUHP, sebagaimana
dakwaan primair.

Sementara itu, barang
bukti (Babuk) berupa do-
kumen yang berjumlah 31
item dan satu unit kapal,
dikembalikan pada JPU un-
tuk digunakan pada perkara
lain.

Dalam tuntutan JPU di-
uraikan, bahwa terdakwa
tidak menikmati uang hasil
tindak pidana tersebut.

terdakwa sopan dipersidan-
gan, belum pernah dihukum
dan memiliki tanggungan
keluarga,” ujar JPU.

Mendengar tuntutan JUP,
terdakwa yang didampingi
penasehat hukumnya, Nas-
rul Djamaluddin SH men-
yatakan akan mengajukan
pledoi (pembelaan) seca-
ra tertulis. Baik itu ple-
doi disampaikan terdakwa
maupun oleh penasehat
hukumnya.

“Sidang ditunda Kamis
(5/12/2013) mendatang,
untuk mendengar pledoi
dari terdakwa,” tutup Ketua
Majelis Hakim, Rommel F

Tampubolon SH.

UANG PENGGANTI

Hendra Hermawan SH
usai sidang menjelaskan,
terdakwa tetap dikenakan
uang pengganti tapi tidak

diuraikan, karena dikon-
versi dengan babuk kapal
yang akan dirampas oleh
negara. Sebab mengacu
Pasal 18 UU pemberantasan
korupsi, uang pengganti
jumlah sama dengan keru-

gian negara.

“Selama ini Khairony
menganggap kapal terse-
but masih miliknya karena
belum lunas. Padahal uang
Rp4 miliar telah cair,” sing-
katnya.acx

KPPP Pantoloan
Tingkatkan Pengawasan

PALU, MERCUSUAR - Kepala Polsek Ke-
satuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan
(KPPP) Pantoloan, Iptu Widodo Sugiharso
mengatakan, pihaknya meningkatkan
pengawasan terhadap penumpang kapal

labuhan Pantoloan pada kegiatan Harnus.
“Namun tetap waspada terkait masalah
keamanan pelabuhan ini. Bahkan untuk
menekan pelaku tindak kejahatan lolos dari
pengawasan petugas, gerak penumpang
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Kamis (28/11/2013).

Selain itu, ia juga dituntut
membayar denda Rp200
juta subsider tiga bulan
kurungan.

Syahrir Ishak merupakan
salah satu terdakwa kasus
dugaan korupsi penyertaan
modal Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Morowali
pada Perusahaan Daerah
(Prusda) untuk pengadaan
kapal tahun 2006.

Dalam amar tuntutan
JPU yang dibaca bergantian
oleh Hendra Hermawan SH,
Cokorda Dian Permana SH
dan Ledrik SH, terdakwa
terbukti melanggar Pasal
2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU
Nomor: 31 Tahun 1999 yang
telah ditambah dan diubah
dengan UU Nomor: 20 Ta-
hun 2001 tentang Pembe-
rantasan Tipikor Jo Pasal 55
Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64
Ayat (1) KUHP, sebagaimana
dakwaan primair.

Sementara itu, barang
bukti (Babuk) berupa do-
kumen yang berjumlah 31
item dan satu unit kapal,
dikembalikan pada JPU un-
tuk digunakan pada perkara
lain.

Dalam tuntutan JPU di-
uraikan, bahwa terdakwa
tidak menikmati uang hasil

KASUS KAPAL MOROWALI

Sekkab Dituntut 7 Tahun 6 Bulan

PALU, MERCUSUAR - Sekretaris Kabupaten
(Sekkab) Morowali, Syahrir Ishak (54), dituntut
tujuh tahun enam bulan penjara oleh JPU,

Namun karena tandatan-
gan terdakwa selaku Kuasa
Pengguna Anggaran, hingga
uang dapat cair dari kas
daerah.

Dalam amar tuntutan itu,
juga menyebutkan ada hal-
hal yang menjadi pertim-
bangan sebelum menuntut

- terdakwa, yakni pertimban-

gan memberatkan dan me-
ringankan. “Pertimbangan
memberatkan, terdakwa
tidak mendukung program

* pemerintah memberantas

korupsi serta tidak men-
gakui dan merasa bersalah
atas perbuatannya. Pertim-
bangan meringankan yakni,

\/

SEKRETARIS Kabupaten Morowali, Syahrir Ishak (54), saat menjalani sidang kasus dugaan korupsi penyer-
taan modal Pemerintah Kabupaten Morowali pada Perusahaan Daerah untuk pengadaan kapal tahun 2006,
beberapa waktu lalu. Dalam kasus itu, ia dituntut penjara dan denda oleh JPU. FOTO: ANGKYMS

terdakwa sopan dipersidan- -

gan, belum pernah dihukum
dan memiliki tanggungan
keluarga,” ujar JPU.

Mendengar tuntutan JUP,
terdakwa yang didampingi
penasehat hukumnya, Nas-
rul Djamaluddin SH men-
yatakan akan mengajukan
pledoi (pembelaan) seca-
ra tertulis. Baik itu ple-
doi disampaikan terdakwa
maupun oleh penasehat
hukumnya.

“Sidang ditunda Kamis
(5/12/2013) mendatang,
untuk mendengar pledoi
dari terdakwa,” tutup Ketua

Tampubolon SH.

UANG PENGGANTI

Hendra Hermawan SH
usai sidang menjelaskan,
terdakwa tetap dikenakan
uang pengganti tapi tidak

diuraikan, karena dikon-
versi dengan babuk kapal
yang akan dirampas oleh
negara. Sebab mengacu
Pasal 18 UU pemberantasan
korupsi, uang pengganti
jumlah sama dengan keru-

gian negara.

“Selama ini Khairony
menganggap kapal terse-
but masih miliknya karena
belum lunas. Padahal uang
Rp4 miliar telah cair,” sing-
katnya.acx

KPPP Pantoloan
Tingkatkan Pengawasan

PALU, MERCUSUAR - Kepala Polsek Ke-

labuhan Pantoloan pada kegiatan Harnus.
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